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asi RAPBD tersebut. “Alasan pertama
hanya karena struktur administrasi,
Alasan lainnya, ketika saya melihat
surat dari pimpinan DPRD tertanggal
10 Februari sekaligus menyatakan
pengiriman RAPBD draf 1 menyalahi
aturan. Menurut saya, antara DPRD dan
eksekutif harus disinkronkan dahulu,”

kata Reydonnyzar dalam acara diskusi |

APBD 2015 DKI di lobi Gedung DPRD DKI
Jakarta, Rabu (18/2). :

Ta mengungkapkan, ketika akan
mengembalikan salinan draf RAPBD

yang dinilai belum memenuhi syarat

administratif, semula pihaknya hanya
memberi catatan agar pemprov meleng-
kapi struktur RAPBD. Namun ketika
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Pelak Sejumlah P
KONFLIK antara Pemerintah Provinsi menerima surat dari pimpinan DPRD
(Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta terkait ~danmendengar rencana pengajuan hak
dengan lamanya proses pengesahan  angket, ia pun segera mengirim utusan
RAPBD bukan hanya membuat resah ke DPRD guna membahas hal tersebut.
pegawai pemprov dan masyarakat. Menurut Reydonnyzar, pemprov dan
Direktorat Jenderal Keuangan Dae- DPRD hanya salah paham soal konsep
rah Kementerian Dalam Negeri (Ke-  e-budgeting serta pengiriman konsep
~ mendagri) turut gelisah karena konflik RAPBD kepada Kemendagri. (Put/J-2)
membuat kementerian tersebut tidak o
bisa segera mengevaluasi RAPBD DKI [ L PENDAPATAN DAERAH RP63,801 TRILIUN
Jakarta, yang berimbas pada terlambat- A, PAD Rp45,321 triliun: _ x
nya pelaksanaan berbagai program. = Pajak daerah : Rp38,379 triliun
Direktur Jenderal Keuangan Daerah = = Retribusi daerah : Rp980 miliar o
Reydonnyzar Moenek pun bersedia = Hasil pengelolaan kekayaan daerah : Rp800 miliar
melaksanakan tugasnya menjadi wasit = Lain-lain pendapatan daerah < Rp7,071 triliun
dalam konflik itu. Ia bahkan meng- B RA e BAN GRS AR
akui telah menerima surat dari DPRD Dana ba;ehasﬂ pajag dan b]:.gl hasil bukan pajak 11,408 il
yang menyatakan salinan RAPBD yang (DAU dan DAK tidak ada)
dikirim oleh Pemprov DKI bukan hasil 2%
pembahasan dengan wakil rakyatitu. €. Laln-laln pendapatan yang snh Rp7,071 triliun
‘Menurutnya, surat itu menguatkan = =Hibah : Rp4,556 triliun
. pihaknya untuk mengembalikansalinan =~ ® Dana penyesuaran dan otonoml khusus sz 514 tnhun
RAPBD 2015 yang dikirimkan pemproy = Keters ' i .
pada 5 Februari. Surat keberatan dari a darurat, dan ba "hasil;pa]akdaﬁ provmsl dan pemenrxtah
: ; . daerah lainnya, bantuan keuangan dan pmvinsi atau dan pemermtah o
pimpinan DPRD atas dikirimkannya daerah lainnya. (tidak dljabarkan) e -
salinan RAPBD konsep awal (draf 1), dan | ;
bukan RAPBD hasil pembahasan dalam 2. BELANJA DAERAH RPGT 447 TRILIUN: : |
sidang komisi dan Badan Anggaran, me-  SuMeGSRIREERE LN ' '
dalam pembahasan RAPBD.
Lebih lanjut Reydonnyzar mengata-- Pemblayaan daerah !
kan surat keberatan itu juga menyata- .= A. Penerimaan Rp9,282 triliun: ol
kan ketidaksetujuan terhadap RAPBD = Silpa - : Rp8,983 triliun i
yang telah dikirim eksekutif sehingga = Penerimaan p:njaman daerah : Rp298,5 mllsar
Kemendagri tidak bisa mengevalu-  Keterangan:

- Pencairan dana cadangan, hasil penjualan. kekayaan daerah 'yang dlp[sahkan :
panenmaan kembail pembar:an plniaman panarimaan plutang (tidak dijabarkan)

B. Pengeluaran Rp5,636 triliun
= Penyertaan modal pemerintah (F'MP)
= Pembayaran pokok utang
. Keterangan: 3 . ;
: Pembantukan daha cadangan, pernber:an pm]aman daerah (tndak dijabarkan)
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah/GrU/Foto: MVANGGA YUNIAR

- Rp5,627 triliun
: Rp9 m:llar
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